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   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 44210); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor  109  Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5107); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 
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  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

525); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 754); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
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Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 888); 

  22 Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor      

724/KPTS/BPKAD/2020 tentang Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021; 

  23. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 

2009 Nomor 3 Seri A). 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan APBD Kota Pagar Alam 

adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam 

dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 

Pasal 2 

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan 

Daerah. 

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar 

Rp.683.541.456.861,- (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus 

Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus 

Enam Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari: 
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a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer; 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Pasal 4 

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a direncanakan sebesar Rp.55.700.000.000,- (Lima Puluh Lima 

Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pajak daerah; 

b. Retribusi daerah; 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp.8.566.000.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam 

Juta Rupiah); 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.4.222.600.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Dua 

Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); 

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.880.000.000,- 

(Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah); 

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.37.031.400.000,- (Tiga Puluh 

Tujuh Milyar Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). 

Pasal 5 

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 

direncanakan sebesar Rp.8.566.000.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus 

Enam Puluh Enam Juta Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Parkir; 

g. Pajak Air Tanah; 

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); 

j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 
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(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah); 

(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah); 

(4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah); 

(5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah); 

(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta 

Rupiah); 

(7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan 

sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); 

(8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah); 

(9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus 

Juta Rupiah); 

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar 

Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); 

(11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.800.000.000,- 

(Delapan Ratus Juta Rupiah); 

Pasal 6 

(1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah); yang 

terdiri atas: 

a. Pajak Hotel. 

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah); 

Pasal 7 

(1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta 

Rupiah);  yang terdiri atas: 

a. Pajak Restoran. 
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(2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah); 

Pasal 8 

(1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);  

yang terdiri atas: 

a. Pajak Pameran; 

b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya. 

(2) Pajak Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu 

Rupiah); 

(3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.500.000,- 

(Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); 

Pasal 9 

(1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta 

Rupiah);  yang terdiri atas: 

a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron. 

(2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.130.000.000,- 

(Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah); 

Pasal 10 

(1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Milyar 

Lima Ratus Juta Rupiah);  yang terdiri atas: 

a. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain. 

(2) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima 

Ratus Juta Rupiah); 

Pasal 11 

(1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf f direncanakan sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh 

Juta Rupiah);  yang terdiri atas: 

a. Pajak Parkir. 

(2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); 
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Pasal 12 

(1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf g direncanakan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);  yang 

terdiri atas: 

a. Pajak Air Tanah. 

(2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah); 

Pasal 13 

(1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar 

Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);  yang terdiri atas: 

a. Pajak Batu Kapur; 

b. Pajak Pasir dan Kerikil; 

c. Pajak Tanah Serap (Fullers Earth). 

(2) Pajak Batu Kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta 

Rupiah); 

(3) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah); 

(4) Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). 

Pasal 14 

(1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan 

sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);  yang 

terdiri atas: 

a. PBBP2. 

(2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); 

Pasal 15 

(1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan 

sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);  yang terdiri atas: 

a. BPHTB-Pemberian Hak Baru. 

(2) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah); 
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Pasal 16 

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 

direncanakan sebesar Rp.4.222.600.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Dua 

Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Retribusi Jasa Umum; 

b. Retribusi Jasa Usaha; 

c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.2.410.600.000,- (Dua Milyar Empat Ratus 

Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); 

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.1.462.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Enam 

Puluh Dua Juta Rupiah); 

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta 

Rupiah). 

Pasal 17 

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.410.600.000,-          (Dua 

Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); yang terdiri 

atas: 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 

c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 

d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

e. Retrubusi Pelayanan Pasar; 

f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus; 

h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 

i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.121.000.000,- (Seratus Dua Puluh Satu 

Juta Rupiah); 

(3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus 

Empat Puluh Juta Rupiah); 
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(4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.000.000,- 

(Tujuh Juta Rupiah); 

(5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.168.000.000,- (Seratus 

Enam Puluh Delapan Juta Rupiah); 

(6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah); 

(7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima 

Juta Rupiah); 

(8) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta 

Rupiah); 

(9) Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf h direncanakan sebesar Rp.919.600.000,- (Sembilan Ratus Sembilan 

Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); 

(10) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar 

Rp.105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah). 

Pasal 18 

(1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.462.000.000,- (Satu Milyar 

Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah); yang terdiri atas: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

b. Retribusi Terminal; 

c. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila; 

e. Retribusi Rumah Potong Hewan; 

f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta 

Rupiah); 

(3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); 
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(4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp.72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta 

Rupiah); 

(5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.935.000.000,- (Sembilan 

Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah); 

(6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah); 

(7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan 

Puluh Juta Rupiah); 

(8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima 

Juta Rupiah); 

Pasal 19 

(1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga 

Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);  yang terdiri atas: 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

(2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh 

Juta Rupiah). 

Pasal 20 

(1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar 

Rp.5.880.000.000,- (Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta 

Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas 

Penyertaan Modal pada BUMD. 

(2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas 

Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp.5.880.000.000,- (Lima Milyar Delapan Ratus 

Delapan Puluh Juta Rupiah). 

Pasal 21 

(1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas 

Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.880.000.000,- (Lima Milyar 

Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah),  yang terdiri atas: 
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a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas 

Penyertaan Modal Pada BUMD (Aneka Usaha). 

(2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas 

Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.880.000.000,- (Lima 

Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). 

Pasal 22 

(1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.37.031.400.000,- (Tiga Puluh 

Tujuh Milyar Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. Pendapatan Denda Pajak Daerah; 

b. Pendapatan BLUD; 

c. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 

(2) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.25.400.000,- (Dua Puluh Lima Juta 

Empat Ratus Ribu Rupiah); 

(3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar 

Rupiah); 

(4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.006.000.000,- (Empat Milyar 

Enam Juta Rupiah). 

Pasal 23 

(1) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.400.000,- (Dua 

Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan; 

b. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBBP2). 

(2) Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu 

Rupiah); 

(3) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah); 
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Pasal 24 

(1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga 

Milyar Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan BLUD. 

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar 

Rupiah); 

Pasal 25 

(1) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 

Rp.4.006.000.000,- (Empat Milyar Enam Juta Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. 

(2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.006.000.000,- (Empat Milyar 

Enam Juta Rupiah). 

Pasal 26 

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b direncanakan sebesar Rp.607.268.596.861,- (Enam Ratus Tujuh 

Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh 

Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. 

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.559.396.549.000,- (Lima Ratus Lima 

Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus 

Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah); 

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp.47.872.047.861,- (Empat Puluh Tujuh 

Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu 

Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). 

Pasal 27 

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp.559.396.549.000,- (Lima 

Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta 

Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 
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a. Dana Perimbangan; 

b. Dana Insentif Daerah (DID). 

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.547.081.781.000,- (Lima Ratus Empat Puluh 

Tujuh Milyar Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu 

Ribu Rupiah); 

(3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.12.314.768.000,- (Dua Belas Milyar Tiga Ratus 

Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah). 

Pasal 28 

(1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.547.081.781.000,- (Lima Ratus 

Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan 

Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH); 

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU); 

c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; 

d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. 

(2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.77.172.329.000,- (Tujuh 

Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh 

Sembilan Ribu Rupiah); 

(3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.377.775.249.000,- (Tiga 

Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua 

Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah); 

(4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp.49.550.311.000,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh 

Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah); 

(5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp.42.583.892.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh 

Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah). 

Pasal 29 

(1) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.314.768.000,-            
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(Dua Belas Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh 

Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 

a. DID; 

(2) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.12.314.768.000,- (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Tujuh 

Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah). 

Pasal 30 

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp.47.872.047.861,- (Empat 

Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh 

Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Bagi Hasil. 

(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.47.872.047.861,- (Empat Puluh Tujuh Milyar 

Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan 

Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). 

Pasal 31 

(1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.872.047.861,- (Empat Puluh 

Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu 

Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; 

(2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp.47.872.047.861,- (Empat Puluh Tujuh Milyar 

Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan 

Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). 

Pasal 32 

(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.572.860.000,- (Dua 

Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh 

Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan. 

(2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp.20.572.860.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh 

Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). 
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Pasal 33 

(1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a 

direncanakan sebesar Rp.20.572.860.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus 

Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. Lain-Lain Pendapatan. 

(2) Lain-Lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.20.572.860.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus 

Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). 

Pasal 34 

(1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.572.860.000,- (Dua Puluh 

Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu 

Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Hibah Dana BOS; 

(2) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp.20.572.860.000,- (Dua Puluh Milyar Lima 

Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). 

Pasal 35 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar 

Rp.711.541.456.861,- (Tujuh Ratus Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh 

Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu 

Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Operasional; 

b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tidak Terduga. 

Pasal 36 

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

huruf a direncanakan sebesar Rp.585.576.932.917,- (Lima Ratus Delapan 

Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga 

Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa; 

c. Belanja Subsidi; 

d. Belanja Hibah; dan 

e. Belanja Bantuan Sosial. 
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(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.344.623.719.746,- (Tiga Ratus Empat Puluh 

Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilas Belas 

Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah); 

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.231.021.081.451,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu 

Milyar Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima 

Puluh Satu Rupiah); 

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta 

Rupiah). 

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 

sebesar Rp.7.905.831.720,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Juta 

Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah). 

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp.526.300.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta 

Tiga Ratus Ribu Rupiah). 

Pasal 37 

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.344.623.719.746,- (Tiga Ratus Empat 

Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilas 

Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Gaji dan Tunjangan ASN; 

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN; 

c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 

ASN; 

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; 

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; 

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; 

g. Belanja Pegawai BOS; dan 

h. Belanja Pegawai BLUD. 

(2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.234.449.250.597,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat 

Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh 

Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);  

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp.31.650.902.003,- (Tiga Puluh Satu 

Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Tiga Rupiah); 



(-19-) 
 

(4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp.36.501.063.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Satu Juta Enam 

Puluh Tiga Ribu Rupiah); 

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp.15.347.179.774,- (Lima Belas Milyar 

Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu 

Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah); 

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.192.604.376,- (Seratus Sembilan 

Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam 

Rupiah); 

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp.601.599.996,- (Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh 

Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah); 

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp.11.361.120.000,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus 

Enam Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah); 

(9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 

direncanakan sebesar Rp.14.520.000.000,- (Empat Belas Milyar Lima 

Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). 

Pasal 38 

(1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.234.449.250.597,- (Dua 

Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta 

Dua Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), 

yang terdiri atas: 

a. Belanja Gaji Pokok ASN; 

b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN; 

c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN; 

d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN; 

e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN; 

f. Belanja Tunjangan Beras ASN; 

g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN; 

h. Belanja Pembulatan Gaji ASN; 

i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN; 
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j. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan 

k. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN; 

(2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.172.970.672.158,- (Seratus Tujuh Puluh Dua 

Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu 

Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah); 

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp.17.367.943.613,- (Tujuh Belas Milyar 

Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu 

Enam Ratus Tiga Belas Rupiah); 

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp.8.397.405.184,- (Delapan Milyar Tiga 

Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Ribu Seratus Delapan 

Puluh Empat Rupiah); 

(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp.9.675.668.479,- (Sembilan Milyar Enam 

Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat 

Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah); 

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.894.647.346,- (Dua Milyar 

Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh 

Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah); 

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

f direncanakan sebesar Rp.10.494.593.844,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus 

Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan 

Ratus Empat Puluh Empat Rupiah); 

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.373.404.490,- (Satu 

Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Ribu Empat 

Ratus Sembilan Puluh Rupiah); 

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

h direncanakan sebesar Rp.2.793.495,- (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan 

Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah); 

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf i direncanakan sebesar Rp.8.442.489.492,- (Delapan Milyar 

Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan 

Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah); 
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(11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.129.632.500,- (Dua Milyar Seratus 

Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus 

Rupiah); 

(12) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar 

Rp.699.999.996,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan 

Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam 

Rupiah). 

Pasal 39 

(1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp.31.650.902.003,- (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta 

Sembilan Ratus Dua Ribu Tiga Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN; 

b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN; 

c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN. 

(2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.18.073.771.023,- (Delapan Belas Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh 

Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah); 

(3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.097.130.980,- 

(Tujuh Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan 

Ratus Delapan Puluh Rupiah); 

(4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp.6.480.000.000,- (Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta 

Rupiah). 

Pasal 40 

(1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 

Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp.36.501.063.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Lima 

Ratus Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; 

b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; 

c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; 

d. Belanja Honorarium. 
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(2) Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah); 

(3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.950.107.000,- (Dua Puluh 

Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Ribu 

Rupiah); 

(4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.249.000.000,- 

(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah); 

(5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp.6.295.956.000,- (Enam Milyar Dua Ratus 

Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). 

Pasal 41 

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp.15.347.179.774,- (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh 

Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat 

Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Uang Representasi DPRD; 

b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD; 

c. Belanja Tunjangan Beras DPRD; 

d. Belanja Uang Paket DPRD; 

e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD; 

f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD; 

g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD; 

h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD; 

i. Belanja Tunjangan Reses DPRD; 

j. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; 

k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; 

l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; 

m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD. 

(2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.608.334.996,- (Enam Ratus Delapan 

Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh 

Enam Rupiah); 
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(3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp.91.728.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta 

Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah); 

(4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp.87.100.008,- (Delapan Puluh Tujuh Juta 

Seratus Ribu Delapan Rupiah); 

(5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp.52.143.000,- (Lima Puluh Dua Juta Seratus 

Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah); 

(6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp.882.085.740,- (Delapan Ratus Delapan 

Puluh Dua Juta Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh 

Rupiah); 

(7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.129.970.788,- (Seratus Dua 

Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus 

Delapan Puluh Delapan Rupiah); 

(8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.34.636.860,-

(Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus 

Enam Puluh Rupiah); 

(9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar 

Rp.3.412.500.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus 

Ribu Rupiah); 

(10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf i direncanakan sebesar Rp.1.092.000.000,- (Satu Milyar Sembilan 

Puluh Dua Juta Rupiah); 

(11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar 

Rp.102.916.656,- (Seratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu 

Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah); 

(12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar 

Rp.4.530.548.734,- (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus 

Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah); 
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(13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.062.499.992,- (Empat Milyar Enam 

Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan 

Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah); 

(14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf m direncanakan sebesar Rp.260.715.000,- (Dua Ratus Enam 

Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah). 

Pasal 42 

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp.192.604.376,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat 

Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH; 

b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKHD; 

c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH; 

d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH; 

e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH; 

f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH. 

(2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.62.790.000,- (Enam Puluh Dua Juta 

Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah); 

(3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKHD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.114.400,- (Delapan Juta 

Seratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah); 

(4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.113.022.000,- (Seratus Tiga 

Belas Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah); 

(5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.161.728,- (Delapan Juta Seratus 

Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah); 

(6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.515.956,-(Lima 

Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah); 

(7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf f direncanakan sebesar Rp.292,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua 

Rupiah). 
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Pasal 43 

(1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan 

sebesar Rp.601.599.996,- (Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan 

Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; 

b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH. 

(2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.201.600.000,- (Dua Ratus Satu 

Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); 

(3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.399.999.996,- (Tiga Ratus Sembilan 

Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu 

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). 

Pasal 44 

(1) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.11.361.120.000,- (Sebelas 

Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 

yang terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai BOS. 

(2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.11.361.120.000,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus 

Enam Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). 

Pasal 45 

(1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.14.520.000.000,- (Empat Belas 

Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai BLUD. 

(2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.14.520.000.000,- (Empat Belas Milyar Lima 

Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). 

Pasal 46 

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.231.021.081.451,-  (Dua 

Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Satu Ribu 

Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas: 
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a. Belanja Barang; 

b. Belanja Jasa; 

c. Belanja Pemeliharaan; 

d. Belanja Perjalanan Dinas; 

e. Belanja Uang da/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak 

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; 

f. Belanja Barang dan Jasa BOS 

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD 

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.49.783.580.229,- (Empat Puluh Sembilan Milyar 

Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Dua 

Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah); 

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp.77.787.248.336,- (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus 

Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus 

Tiga Puluh Enam Rupiah); 

(3) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp.18.216.165.886,- (Delapan Belas Milyar Dua 

Ratus Enam Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus 

Delapan Puluh Enam Rupiah); 

(4) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp.60.610.289.000,- (Enam Puluh Milyar Enam 

Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah); 

(5) Belanja Uang dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak 

Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp.2.522.425.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Dua 

Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah); 

(6) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

f direncanakan  sebesar Rp.4.544.448.000,- (Empat Milyar Lima Ratus 

Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah); 

(7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf g direncanakan  sebesar Rp.17.556.925.000,- (Tujuh Belas Milyar 

Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu 

Rupiah). 

Pasal 47 

(1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.49.783.580.229,- (Empat Puluh Sembilan 
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Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh 

Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Barang Pakai Habis; 

b. Belanja Barang Tak Habis Pakai; 

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.49.757.914.088,- (Empat Puluh Sembilan Milyar 

Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu 

Delapan Puluh Delapan Rupiah). 

(3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.25.666.141,- (Dua Puluh Lima Juta 

Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah). 

Pasal 48 

(1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp.77.787.248.336,- (Tujuh Puluh Tujuh 

Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh 

Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Jasa Kantor; 

b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi; 

c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin; 

d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan; 

e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya; 

f. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi; 

g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; 

h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; 

i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 

Pendidikan dan Pelatihan; 

j. Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak 

Daerah; 

k. Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan 

Retribusi Daerah. 

(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.60.812.601.500,- (Enam Puluh Milyar Delapan 

Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah); 

(3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp.5.015.954.736,- (lima milyar lima belas 

juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam 

rupiah); 
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(4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp.1.438.583.500,- (Satu Milyar Empat 

Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima 

Ratus Rupiah); 

(5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.892.540.000,- (Delapan Ratus 

Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah); 

(6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp.1.122.300.000,- (Satu Milyar Seratus 

Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah); 

(7) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f direncanakan sebesar Rp.6.001.567.600,- (Enam Milyar Satu Juta 

Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah); 

(8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.795.042.000,- (Tujuh Ratus 

Sembilan Puluh Lima Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah); 

(9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf h direncanakan sebesar Rp.186.500.000,- (Seratus Delapan Puluh 

Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); 

(10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan 

dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan 

sebesar Rp.1.217.209.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Dua 

Ratus Sembilan Ribu Rupiah); 

(11) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan 

sebesar Rp.223.950.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus 

Lima Puluh Ribu Rupiah); 

(12) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan 

sebesar Rp.81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah). 

Pasal 49 

(1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.216.165.886,- (Delapan Belas 

Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan 

Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) , yang terdiri atas: 

a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; 

b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; 

c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi. 
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(2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.271.570.400,- (Enam Milyar 

Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat 

Ratus Rupiah); 

(3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.491.877.286,-(Delapan 

Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh 

Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah); 

(4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.452.718.200,- (Tiga 

Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu 

Dua Ratus Rupiah). 

Pasal 50 

(1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

46 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.60.610.289.000,- (Enam 

Puluh Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan 

Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. 

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.610.289.000,- (Enam Puluh Milyar 

Enam Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu 

Rupiah). 

Pasal 51 

(1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak 

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.522.425.000,- (Dua Milyar 

Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu 

Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak 

Lain/Masyarakat. 

(2) Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak 

Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.2.522.425.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Dua 

Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). 

Pasal 52 

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.544.448.000,-    
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(Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat 

Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Barang dan Jasa BOS. 

(2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp.4.544.448.000,- (Empat Milyar Lima Ratus 

Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). 

Pasal 53 

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.17.556.925.000,- 

(Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua 

Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Barang dan Jasa BLUD. 

(2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.17.556.925.000,- (Tujuh Belas Milyar 

Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu 

Rupiah). 

Pasal 54 

(1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus 

Juta Rupiah), yang terdi atas: 

a. Belanja Subsidi Kepada BUMD. 

(2) Belanja Subsidi Kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus 

Juta Rupiah). 

Pasal 55 

(1) Anggaran Belanja Subsidi Kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu 

Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Subsidi Kepada BUMD. 

(2) Belanja Subsidi Kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus 

Juta Rupiah). 

Pasal 56 

(1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36          

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.905.831.720,- (Tujuh Milyar 

Sembilan Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus 

Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas : 



(-31-) 
 

a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan 

yang Berbadan Hukum Indonesia; 

b. Belanja Hibah Dana BOS; 

c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 

(2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang 

Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.3.360.569.796,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam 

Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan 

Puluh Enam Rupiah); 

(3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.3.787.380.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus 

Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);  

(4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.757.881.924,- (Tujuh Ratus 

Lima Puluh Tujuh Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus 

Dua Puluh Empat Rupiah). 

Pasal 57 

(1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi 

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan                     

sebesar Rp.3.360.569.796,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Lima 

Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam 

Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, 

Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan; 

b. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan 

Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar. 

(2) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, 

Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp.2.383.264.930,- (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga 

Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh 

Rupiah); 

(3) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial 

yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.977.304.866,-                
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(Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Delapan 

Ratus Enam Puluh Enam Rupiah). 

Pasal 58 

(1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.787.380.000,- (Tiga Milyar 

Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu 

Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikdas Negeri; 

b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikdas Swasta; 

c. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikmen Swasta. 

(2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikdas Negeri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.222.300.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah); 

(3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikdas Swasta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp.3.055.680.000,- (Tiga Milyar Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus 

Delapan Puluh Ribu Rupiah); 

(4) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikmen Swasta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp.509.400.000,- (Lima Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). 

Pasal 59 

(1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp.757.881.924,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan 

Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), 

yang terdiri atas: 

a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 

(2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.757.881.924,- 

(Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu 

Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). 

Pasal 60 

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.526.300.000,- (Lima Ratus Dua 

Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu. 
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(2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.526.300.000,- (Lima Ratus Dua 

Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). 

Pasal 61 

(1) Anggaran Belanja Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.526.300.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu 

Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu. 

(2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.526.300.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu 

Rupiah). 

Pasal 62 

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b 

direncanakan sebesar Rp.124.964.523.944,- (Seratus Dua Puluh Empat 

Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga 

Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal dan Peralatan Mesin; 

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; 

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. 

(2) Belanja Modal dan Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud                             

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.747.065.610,-                

(Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Puluh 

Lima Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah). 

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.393.039.660,- (Enam Belas Milyar 

Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus 

Enam Puluh Rupiah). 

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.77.372.307.674,- (Tujuh Puluh 

Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam 

Ratus Tujuh Puluh Empat). 

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.4.452.111.000,- (Empat Milyar Empat 

Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah). 
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Pasal 63 

(1) Anggaran Belanja Modal dan Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.26.747.065.610,- (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh 

Tujuh Juta Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. Belanja Modal Alat Besar; 

b. Belanja Modal Alat Angkutan; 

c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur; 

d. Belanja Modal Alat Pertanian; 

e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 

f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar; 

g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan; 

h. Belanja Modal Alat Laboratorium; 

i. Belanja Modal Komputer; 

j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian; 

k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja; 

l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; 

m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD. 

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.13.270.400,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Tujuh 

Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah); 

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp.1.759.067.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima 

Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah); 

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.41.370.797,- (Empat Puluh Satu 

Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh 

Rupiah); 

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d direncanakan sebesar Rp.202.009.138,- (Dua Ratus Dua Juta Sembilan 

Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah); 

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.350.844.933,-           

(Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Emapat Puluh 

Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah); 
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(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.258.752.142,- 

(Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu 

Seratus Empat Puluh Dua Rupiah); 

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.204.552.995,-          

(Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu 

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah); 

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf h direncanakan sebesar Rp.2.231.134.436,- (Dua Milyar Dua Ratus 

Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga 

Puluh Enam Rupiah); 

(10) Belanja Modal Alat Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i 

direncanakan sebesar Rp.9.707.872.269,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus 

Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh 

Sembilan Rupiah); 

(11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.121.550.000,- 

(Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); 

(12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf k direncanakan sebesar Rp.535.480.500,- (Lima Ratus Tiga Puluh 

Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah); 

(13) Belanja Modal Peralatan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf l direncanakan sebesar Rp.2.398.086.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus 

Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah); 

(14) Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf m direncanakan sebesar Rp.923.075.000,-            (Sembilan 

Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). 

Pasal 64 

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.270.400,-         (Tiga Belas 

Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Alat Bantu. 

(2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.13.270.400,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Tujuh 

Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah). 
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Pasal 65 

(1) Anggaran Belanja Modal Alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.759.067.000,-      (Satu 

Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu 

Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor. 

(2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.759.067.000,-      (Satu 

Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu 

Rupiah). 

Pasal 66 

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp.41.370.797,- (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh 

Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; 

b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; 

c. Belanja Modal Alat Ukur. 

(2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.125.000,- (Dua Puluh Dua Juta 

Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah); 

(3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.733.200,- (Sebelas Juta 

Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah); 

(4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.7.512.597,- (Tujuh Juta Lima Ratus Dua Belas 

Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). 

Pasal 67 

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.202.009.138,- (Dua 

Ratus Dua Juta Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. Belanja Modal Alat Pengolahan; 

(2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.202.009.138,- (Dua Ratus Dua Juta 

Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah); 
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Pasal 68 

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp.1.350.844.933,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus 

Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. Belanja Modal Alat Kantor; 

b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; 

c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat. 

(2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.385.005.690,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima 

Juta Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah); 

(3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp.531.099.243,- (Lima Ratus Tiga Puluh 

Satu Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga 

Rupiah); 

(4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.434.740.000,- 

(Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu 

Rupiah). 

Pasal 69 

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f direncanakan 

sebesar Rp.258.752.142,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh 

Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. Belanja Modal Alat Studio; 

b. Belanja Modal Peralatan Pemancar; 

(2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.160.192.142,- (Seratus Enam Puluh Juta Seratus 

Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah); 

(3) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp.98.560.000,- (Sembilan Puluh Delapan 

Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). 

Pasal 70 

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 
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Rp.7.204.552.995,- (tujuh milyar dua ratus empat juta lima ratus lima 

puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. Belanja Modal Alat Kedokteran; 

b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum. 

(2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.7.038.353.000,- (Tujuh Milyar Tiga 

Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah); 

(3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.166.199.995,- (Seratus Enam Puluh 

Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus 

Sembilan Puluh Lima Rupiah); 

Pasal 71 

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 63 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.231.134.436,- (Dua 

Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu 

Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; 

b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah. 

(2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.229.034.436,- (Dua Milyar Dua 

Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga 

Puluh Enam Rupiah); 

(3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus 

Ribu Rupiah). 

Pasal 72 

(1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

63 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.9.707.872.269,-         

(Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua 

Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Komputer Unit; 

b. Belanja Modal Peralatan Komputer. 

(2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp.3.605.254.769,- (Tiga Milyar Enam Ratus Lima 

Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan 

Rupiah); 
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(3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp.6.102.617.500,- (Enam Milyar Seratus 

Dua Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah). 

Pasal 73 

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Permurnian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf j direncanakan 

sebesar Rp.121.550.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima 

Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Sumur. 

(2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.121.550.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta 

Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 

Pasal 74 

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 63 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.535.480.500,- 

(Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Lima 

Ratus Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Alat Pelindung. 

(2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp.535.480.500,- (Lima Ratus Tiga Puluh Lima 

Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah). 

Pasal 75 

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar 

Rp.2.398.086.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta 

Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS. 

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.398.086.000,- (Dua Milyar 

Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Enam Ribu 

Rupiah). 

Pasal 76 

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar 

Rp.923.075.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Lima 

Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD. 
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(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.923.075.000,-  (Sembilan Ratus 

Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). 

Pasal 77 

(1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp.16.393.039.660,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga 

Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. Belanja Modal Bangunan Gedung; 

b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti. 

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.15.147.955.270,- (Lima Belas Milyar 

Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua 

Ratus Tujuh Puluh Rupiah); 

(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.245.084.390,- (Satu Milyar Dua 

Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus 

Sembilan Puluh Rupiah). 

Pasal 78 

(1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.147.955.270,- (Lima 

Belas Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh 

Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja. 

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15. 147.955.270,- (Lima 

Belas Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh 

Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah). 

Pasal 79 

(1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.245.084.390,- 

(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu 

Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas. 



(-41-) 
 

(2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.1.245.084.390,- (Satu Milyar Dua Ratus 

Empat Puluh Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan 

Puluh Rupiah). 

Pasal 80 

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp.77.372.307.674,- (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua 

Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan; 

b. Belanja Modal Bangunan Air; 

c. Belanja Modal Instalasi; 

d. Belanja Modal Jaringan. 

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.35.638.127.656,- (Tiga Puluh Lima 

Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu 

Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah); 

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.30.765.571.344,- (Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus 

Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat 

Puluh Empat Rupiah); 

(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp.2.241.354.214,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat 

Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Belas 

Rupiah); 

(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp.8.727.254.460,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus 

Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus 

Enam Puluh Rupiah); 

Pasal 81 

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.35.638.127.656,- (Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh 

Delapan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam 

Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Jalan; 

b. Belanja Modal Jembatan. 
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(2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.32.832.769.067,- (Tiga Puluh Dua Milyar 

Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan 

Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah); 

(3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.2.805.358.589,- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima 

Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh 

Sembilan Rupiah). 

Pasal 82 

(1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.765.571.344,- (Tiga 

Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh 

Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; 

b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; 

c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor. 

(2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.17.239.526.218,- (Tujuh Belas Milyar 

Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua 

Ratus Delapan Belas Rupiah); 

(3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.250.000,- (Delapan Juta 

Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); 

(4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp.13.517.795.126,- (Tiga Belas Milyar 

Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu 

Seratus Dua Puluh Enam Rupiah). 

Pasal 83 

(1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.241.354.214,- (Dua Milyar Dua 

Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus 

Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor; 

b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah. 

(2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp1.520.760.238,- (Satu Milyar Lima Ratus 

Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh 

Delapan Rupiah); 
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(3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.720.593.976,- (Tujuh Ratus Dua 

Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh 

Puluh Enam Rupiah). 

Pasal 84 

(1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.727.254.460,- (Delapan Milyar 

Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu 

Empat Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; 

b. Belanja Modal Jaringan Listrik. 

(2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.5.008.979.460,- (Lima Milyar Delapan 

Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh 

Rupiah); 

(3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp.3.718.275.000,- (tiga milyar tujuh ratus 

delapan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 

Pasal 85 

(1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.452.111.000,- 

(Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Sebelas Ribu 

Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; 

b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; 

c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.28.225.000,- (Dua Puluh Delapan Juta 

Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).  

(3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp.5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).  

(4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.418.586.000,- (Empat Milyar Empat 

Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). 
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Pasal 86 

(1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.225.00,-     

(Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak. 

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.225.00,- (Dua Juta 

Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). 

Pasal 87 

(1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ 

Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), 

yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya. 

(2) Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.300.000,- 

(Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). 

Pasal 88 

(1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.418.586.000,- 

(Empat Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh 

Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS. 

(2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.418.586.000,- (Empat Milyar Empat 

Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). 

Pasal 89 

(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), 

yang terdi atas: 

a. Belanja Tidak Terduga. 

(2) Belanja Tidak Terduga  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). 
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Pasal 90 

(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar 

Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Tidak Terduga; 

(2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). 

Pasal 91 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar 

Rp.28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Penerimaan Pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran Pembiayaan. 

Pasal 92 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 

huruf a direncanakan sebesar Rp.28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan 

Milyar Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; 

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah). 

 

Pasal 93 

(1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp.28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; 

b. Penghematan Belanja. 

(2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,- (Dua 

Puluh Lima Milyar Rupiah); 

(3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah); 

Pasal 94 

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 

huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).  
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Pasal 95 

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan                     Anggaran 

Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar 

Rp.28.000.000.000,-  (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah). 

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan 

Terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar 

Rp.28.000.000.000,-  (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah). 

Pasal 96 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota  ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan 

Besaran Alokasi Bantuan Berupa Uang/Barang yang 

Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan 

Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang/Barang yang 

Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 

Bantuan Keuangan Bersifat Umum/Khusus yang 

Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; 

6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran 

Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 

Pemerintah Kota Pagar Alam; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak 

dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah 

Daerah,     Organisasi,     Program,   Kegiatan,    Sub  

 






















































